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Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeksripsikan faktor penghambat program
Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Samarinda. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang
berfokus terhadap faktor penghambat program GPM yang diselenggarakan oleh
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Sumber data
penelitian yaitu data primer melalui wawancara bersama dengan Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dan Kepala Bidang
Ketersediaan dan Distribusi Pangan serta data sekunder berupa laporan GPM
Kota Samarinda dan laporan pendukung yang kredibel. Pengumpulan data
diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang
digunakan adalah model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana.
Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat program
GPM oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, yaitu
ketergantungan pasokan terhadap mitra vendor yang berdampak pada
kemandirian organisasi dalam menyediakan suplai pasokan secara masif.
Ketiadaan forum komunikasi dengan berbagai pihak khususnya mitra GPM
sehingga membatasi keterlibatan mitra GPM dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan program GPM. Minimnya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan
oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda belum
menjangkau secara menyeluruh terhadap kelompok sasaran sehingga
pelaksanaan program GPM menjadi kurang optimal.

Kata Kunci : Program GPM, Ketahanan Pangan, Inflasi Daerah

Pendahuluan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer yang vital bagi manusia
untuk dapat bertahan hidup sehari-hari (Fauzia dkk., 2023). Berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menekankan
bahwa kebutuhan pangan menjadi penting untuk dipenuhi dalam rangka
menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini dimaksudkan agar
sistem penyelenggaraan pangan dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi
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kebutuhan masyarakat secara optimal berdasarkan kedaulatan pangan,
kemandirian pangan, dan ketahanan pangan (Indarto, 2020).

Salah satu penyelenggaraan pangan yaitu ketahanan pangan menjadi topik
krusial untuk dipenuhi dalam rangka menentukan kualitas sumber daya manusia
dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan
nasional (Albertus,2022). Peningkatan ketahanan pangan menjadi salah satu
prioritas pemerintah daerah dikarenakan permasalahan pengelolaan ketahanan
pangan berdampak kompleks jika tidak ditangani dengan baik. Karena
kekurangan pangan akan menyebabkan dampak yang buruk pada kesehatan
sehingga penting untuk mempersiapkan pangan sebagai penopang kesehatan
masyarakat (Sari dkk., 2022).

Sebagai kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, aspek
yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah stabilitas pasokan dan harga
pangan diiringi dengan kebutuhan pangan yang memadai (Harnanda, 2020;
Ramadhan dkk., 2021). Pemerintah dituntut agar dapat menetapkan program-
program ketahanan pangan dengan perencanaan kebijakan yang mengarahkan
pada keterlibatan aktif pemerintah dan seluruh elemen sehingga membentuk suatu
sistem ketahanan pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan (Yulianti dkk.,
2023). Salah satu perhatian tata kelola dalam penyelenggaraan ketahanan pangan
adalah inflasi yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan dan akses pangan serta
berimplikasi pada kondisi krisis pangan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tercatat inflasi di Kaltim
mengalami penurunan antara tahun 2022 dan 2023 (BPS, 2024). Pada tahun 2022,
tercatat inflasi di Kaltim melonjak tajam senilai 5,35%. Hal ini dipicu karena
tingginya harga bahan makanan serta dampak dari pemulihan ekonomi pasca-
pandemi yang meningkatkan permintaan sangat mempengaruhi stabilitas pangan.
Kemudian pada tahun 2023, inflasi mengalami penurunan senilai 3,46%.
Kelompok pengeluaran yang paling berkontribusi terhadap inflasi di Kaltim
adalah makanan dan minuman, kemudian disusul transportasi (Intoniswan, 2024).
Oleh sebab itu, perlu adanya upaya perencanaan oleh pemerintah daerah dalam
meningkatkan ketersediaan pangan yang cukup sebagai unsur penting dalam
mendukung ketahanan pangan di daerah Kaltim (Ramadhan dkk., 2021).

Kota Samarinda mengalami kenaikan pada tahun 2023 mencapai 88,97
dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 84,66 (BPN, 2024). Kota Samarinda
merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur sekaligus pioner dalam arah
kebijakan ketahanan pangan. Kota Samarinda menjadi kota dengan populasi
penduduk tertinggi sebanyak 861.878 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,43% di
Pulau Kalimantan (BPS, 2024). Hal tersebut mendorong penjaminan atas
stabilitas pasokan dan harga pangan pokok setiap tahunnya dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai pertanda bahwa telah terjadi inflasi
pada komoditas tersebut. Tercatat pada tahun 2023 Kota Samarinda mengalami
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inflasi sebesar 3,37% dengan IHK sebesar 115,76 yang menempatkan Kota
Samarinda berada pada urutan ke tiga dari dua belas kota IHK se-Kalimantan
(BPS, 2023). Hadirnya IHK dan inflasi yang berjalan beriringan menjadi sebuah
indikator dalam melihat faktor pemicu dan penghambat pergerakan ekonomi
suatu daerah khususnya stabilitas pasokan dan harga pangan pokok (BPS, 2023).
Hal ini tentu memerlukan dukungan kebijakan pemerintah Kota Samarinda dalam
merespon adanya inflasi pangan yang terjadi dengan kebijakan ketahanan pangan
di Kota Samarinda.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaran Ketahanan Pangan dan Gizi pada Bab 2 bagian
kesepuluh Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok Pasal 22 ayat (1)
menekankan pentingnya peningkatan ketahanan pangan melalui Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian untuk menghadapi stabilitas pangan yang mempengaruhi
ketersediaan dan akses pangan. Salah satu strategi dari Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Samarinda yaitu dengan Program Gerakan Pangan Murah
(GPM) di Kota Samarinda.

Program GPM merupakan instrumen dari upaya pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat. Program GPM ini
digaungkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama pemerintah
daerah bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan pokok
dengan harga terjangkau. Pelaksanaan program GPM berawal pada tahun 2018 di
Kota Samarinda melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
sebagai leading sector (Paturusi, 2019). Program GPM telah berlangsung hingga
sekarang dengan frekuensi pelaksanaan kurang lebih 12 kali dalam setahun
berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan GPM. Adapun tim yang bertugas
dalam pelaksanaan GPM yakni tim GPM yang mengatur teknis pelaksanaan
program serta bekerjasama dengan mitra GPM dalam menerima fasilitas distribusi
pangan pada program GPM.

Namun dalam pelaksanaannya, program GPM di Kota Samarinda belum
berjalan secara optimal dalam menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan
guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Adapun kendala yang
dialami dalam implementasi program GPM, meliputi: 1) Ketergantungan tinggi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada komoditas yang disediakan oleh
vendor mitra GPM; 2) Tidak adanya forum komunikasi khusus yang
berkelanjutan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terlibat; dan 3)
Minimnya sosialisasi program kepada masyarakat luas. Berdasarkan
permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan
faktor penghambat program GPM oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Samarinda.
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Kerangka Dasar Teori
Kebijakan Publik

Wahab (2022) menyatakan bahwa kebijakan merupakan tindakan terencana
pemerintah untuk mewujudkan ekspektasi publik. Sejalan dengan Suaib (2016)
menjelaskan bahwa kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat idealnya
digagas oleh lembaga kekuasaan politik yang mendapatkan kepercayaan
masyarakat, umumnya melalui mekanisme pemilihan untuk mewakili aspirasi
rakyat. Tjilen (2019) menuturkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian
tindakan yang diakui secara hukum dan sah, mengingat proses perumusannya
dilakukan oleh institusi yang berwenang dalam struktur pemerintahan.
Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik
sebagai segala proses kegiatan yang dinyatakan untuk dijalankan atau tidak
dijalankan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan negara
agar dapat mencapai tujuan kehidupan bangsa negara. Kebijakan publik menjadi
kekuatan utama dari pemerintah dalam menjawab permasalahan publik sehingga
praktik yang dihasilkan harus didasarkan pada perencanaan yang matang.
Program

Septiana dkk. (2023) menyatakan bahwa program didefinisikan sebagai
rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Sejalan
dengan pendapat Korten (dalam Alaslan, 2021) mengemukakan bahwa program
adalah langkah pertama yang krusial dalam proses implementasi. Jones (dalam
Andani dkk., 2019) menjelaskan bahwa program menjadi komponen utama dalam
keberhasilan sebuah kebijakan. Faktor penting lainnya dalam proses pelaksanaan
program adalah adanya partisipasi aktif dari kelompok masyarakat yang menjadi
target, dengan harapan program tersebut memberikan kontribusi positif berupa
transformasi dan peningkatan taraf hidup. Dari berbagai pendapat ahli di atas
dapat disimpulkan bahwa program adalah serangkaian kegiatan terencana dan
sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan yang spesifik. Program juga
memerlukan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia,
finansial, maupun material.
Ketahanan Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012
Tentang Pangan tertuang bahwa ketahanan pangan merupakan prasyarat bagi
individu dalam negara untuk memiliki pangan yang cukup, yang dinyatakan
dalam ketersediaan pangan yang cukup, jumlah dan mutu, aman, serbaguna,
bergizi, adil, dan terjangkau serta tetap memperhatikan norma-norma agama,
kepercayaan, dan budaya dalam mewujudkan kehidupan yang sehat, aktif, dan
produktif secara berkesinambungan. Fauzi dkk. (2019) menyatakan bahwa
ketahanan pangan atau food security didefinisikan menjadi suatu kondisi dimana
setiap individu memiliki akses secara fisik dan ekonomi untuk mendapatkan
pangan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan untuk terus hidup sehat.
Firdaus (2020) menuturkan bahwa ketahanan pangan sebagai keadaan dimana
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terpenuhinya pangan seluruh masyarakat di suatu negara yang ditandai dengan
ketersediaan pangan yang cukup baik dari segi kualitas, kuantitas, kandungan gizi
dan segi keamanan pangan untuk dikonsumsi. Sejalan dengan Rahmawati (2020)
menjelaskan bahwa jika suatu masyarakat tidak berada dalam keadaan
kekurangan atau dihantui ancaman kelaparan, maka dapat dinilai masyarakat
tersebut memiliki ketahanan pangan yang stabil. Oleh karena itu, ketahanan
pangan didefinisikan sebagai kondisi dimana setiap orang memiliki akses
terhadap makanan yang cukup, aman dan bergizi yang memenuhi preferensi diet
dan diperlukan untuk melindungi gaya hidup sehat. Ketahanan pangan menjadi
hal fundamental dalam memastikan ketersediaan, akses, pemanfaatan dan
stabilitas pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Gerakan Pangan Murah

Paturusi (2019) menyatakan bahwa program gerakan pangan murah atau
disebut GPM merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan
pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Dalam
rangka mewujudkan penyelenggaraan ketahanan pangan, Badan Pangan Nasional
(2024) menjelaskan bahwa program GPM merupakan salah satu upaya yang
dibentuk oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna menyediakan
ketersediaan pangan dan akses pangan yang diterapkan berbagai daerah baik
kabupaten/kota. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi
kunci dalam menerapkan program GPM. Putri dkk. (2022) menyatakan bahwa
pelaksanaan GPM memiliki peran strategis dalam memperkuat kedekatan
pemerintah dengan masyarakat sehingga momentum program ini menjadi krusial
di berbagai daerah. Dengan demikian, GPM juga menjadi bagian dari upaya
pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan pengendalian inflasi, serta
sebagai langkah antisipatif terhadap lonjakan permintaan dan konsumsi
masyarakat. Program ini bertujuan untuk menekan angka inflasi, memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat dengan harga wajar, dan memastikan
keseimbangan pasokan dan stabilisasi harga.

Definisi Konsepsional

Faktor penghambat program gerakan pangan murah oleh Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kota Samarinda adalah suatu indentifikasi terhadap kendala
yang menghambat proses implementasi program ketahanan pangan dalam rangka
menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan pokok tingkat daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan fokus
penelitian yaitu faktor penghambat program gerakan pangan murah oleh Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Adapun sumber data primer
yang digunakan berupa hasil wawancara dari informan yakni Kepala Dinas

1023



edournal Administrasi Publik, Volume 13, Nomor 4, 2025: 1019-1029

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, Kepala Bidang Ketersediaan
dan Distribusi Pangan, Koordinator Tim GPM, dan masyarakat penerima manfaat
GPM. Data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, laporan GPM dan artikel
yang kredibel berdasarkan relevansi topik penelitian. Pengumpulan data
diterapkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta teknik analisis
data berdasarkan model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Faktor Penghambat

Program Gerakan Pangan Murah merupakan sebuah agenda pemerintah
nasional melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tingkat kota/kabupaten
dalam mengatasi fluktuasi harga di tingkat konsumen dengan menyediakan harga
yang terjangkau, dan menjamin tersedianya kebutuhan pangan bagi masyarakat.
Program gerakan pangan murah (GPM) oleh Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Samarinda menghadapi berbagai kendala selama berlangsungnya
program tersebut. Kendala yang dialami tersebut dipicu berdasarkan faktor
internal maupun eksternal yang mempengaruhi proses implementasi program
GPM oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Berikut ini
hambatan-hambatan yang berpotensi menjadi penyebab ketidakefektifan dalam
pelaksanaan program tersebut:

1. Ketergantungan komoditas yang disediakan oleh vendor mitra GPM

Faktor penghambat pertama adalah ketergantungan tinggi Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian pada komoditas yang disediakan oleh vendor mitra GPM.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Samarinda memiliki keterbatasan untuk secara mandiri
menyediakan keseluruhan komoditas yang dibutuhkan dalam program GPM.
Meskipun kemitraan ini memberikan efisiensi logistik, mitra GPM secara tidak
langsung menciptakan sebuah kerentanan struktural yang signifikan.
Ketergantungan ini menyebabkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota
Samarinda kehilangan kontrol penuh atas ketersediaan pasokan dan stabilitas
harga, terutama ketika vendor mitra mengalami keterbatasan stok atau kenaikan
harga dari pemasok yang dituju. Korten (dalam Andani dkk., 2019) menjelaskan
bahwa kondisi tersebut menyoroti kelemahan pada segi sumber daya mengacu
pada keterbatasan kapasitas internal memaksa organisasi pelaksana bergantung
pada aktor eksternal.

Walaupun memiliki kerja sama dengan berbagai pihak baik pemerintah dan
swasta dalam mendukung berbagai pihak, namun hanya mengandalkan sumber
daya yang tidak tetap atau permanen yang berasal dari organisasi pelaksana dapat
menyebabkan adanya kesenjangan sumber daya secara signifikan. Tjilen (2019)
menekankan bahwa semakin banyak aktor yang terlibat, semakin besar pula
potensi kegagalan. Program GPM menuntut stabilitas pasokan dan harga, namun
ketergantungan pada pihak eksternal membuat organisasi pelaksana tidak
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sepenuhnya mampu menjamin hasil tersebut. Situasi ini seringkali memaksa
adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan program atau bahkan mengurangi
volume distribusi, yang pada akhirnya membatasi konsistensi dan cakupan
bantuan kepada masyarakat. Korten (dalam Andani dkk., 2019), kondisi yang
dialami mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara tuntutan program dengan
kapasitas riil organisasi pelaksana. Hal ini melemahkan proses pelaksanaan
program karena hasil program yang dimiliki belum memadai untuk memenuhi
kebutuhan utama dari masyarakat secara masif.

2. Ketiadaan forum komunikasi antar pihak yang terlibat

Faktor penghambat kedua adalah tidak adanya forum komunikasi khusus
yang berkelanjutan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi yang
ada saat ini masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Pola komunikasi yang
terbangun cenderung bersifat reaktif dan berbasis momentum, di mana interaksi
hanya aktif pada saat-saat mendesak atau menjelang pelaksanaan kegiatan di
lapangan. Korten (dalam Andani dkk., 2019) menjelaskan bahwa ketiadaan forum
dialog yang terstruktur ini menghambat terbentuknya kognisi dan komitmen di
antara para aktor. Pola pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Samarinda menunjukkan bahwa koordinasi lebih didorong
oleh kebutuhan jangka pendek dan pemecahan masalah darurat daripada
perencanaan strategis jangka panjang. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan
bahwa tidak adanya forum koordinasi khusus yang permanen. Sebagaimana yang
disampaikan oleh Korten dalam (dalam Andani dkk., 2019) menyatakan bahwa
kapabilitas organisasi pelaksana dalam mengaktifkan hubungan antar pihak secara
fleksibel mengacu pada sebuah praktik pengelolaan roda pemerintahan yang
melibatkan berbagai pihak yang berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan
bersama meskipun tanpa struktur formal yang kaku.

Di sisi lain, semakin banyaknya pihak yang terlibat tanpa menghadirkan
suatu upaya dalam membangun ruang koordinasi yang bersifat tetap dapat
berpotensi menghambat proses pelaksanaan program dalam mencapai
keberhasilan program secara berkelanjutan (Putri dkk., 2022) Sebagaimana yang
dikemukan oleh Korten (dalam Andani dkk., 2019) menekankan bahwa ketiadaan
forum komunikasi merupakan hambatan serius dalam proses pembelajaran sosial
yang adaptif. Tanpa wadah tersebut, organisasi pelaksana dan para mitranya
kehilangan kesempatan untuk secara kolektif merefleksikan pengalaman,
mengantisipasi masalah, dan menyusun strategi bersama. Ansell dan Gash (dalam
Tjilen, 2019) menyatakan bahwa kegagalan dalam membangun forum kolaboratif
yang sistematis menghambat kemampuan untuk menciptakan nilai publik secara
kolektif dan berkelanjutan Hal ini menciptakan ketidaksesuaian dalam proses
implementasi, di mana interaksi antar-pemangku kepentingan tidak terkelola
secara optimal, sehingga menghambat sinergi dan kemampuan program untuk
belajar dan beradaptasi secara berkelanjutan.
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3. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat Kota Samarinda

Faktor penghambat ketiga yang krusial bagi masyarakat sebagai penerima
manfaat adalah minimnya sosialisasi program kepada masyarakat luas.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada agenda khusus yang
dirancang untuk menyebarluaskan informasi program secara masif. Upaya
sosialisasi yang ada sangat terbatas, hanya mengandalkan pemasangan spanduk di
depan kantor dinas, undangan kepada OPD lain, serta komunikasi berjenjang
melalui perwakilan kelurahan dan grup UMKM secara daring (dalam jaringan).
Mekanisme ini memiliki jangkauan yang sangat terbatas dan menciptakan
kesenjangan informasi yang signifikan, terutama bagi masyarakat di daerah
terpencil atau yang tidak terhubung dengan jaringan komunikasi tersebut. Korten
(dalam Andani dkk., 2019) menyatakan bahwa minimnya informasi tersebut
berpotensi menciptakan alienasi kebijakan, di mana penerima manfaat merasa
tidak terhubung dengan program yang dirancang untuk membantunya.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa
informan menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam sarana pengungkapan
kebutuhan yang terletak pada kesenjangan penyebarluasan informasi. Dalam hal
ini, upaya dinas menyebarkan informasi melalui saluran formal seperti spanduk
dan kelurahan terbukti belum efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat
yang membutuhkan.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa penerima manfaat
tidak mengetahui adanya program GPM dari media, melainkan mengetahuinya
secara kebetulan karena melihat langsung di lokasi. Adanya asimetri informasi ini
menciptakan masalah serius yang mengakibatkan program tidak menjangkau
seluruh target sasaran yang berhak, dan mekanisme umpan balik menjadi tidak
optimal. Rayyan (2020) menjelaskan bahwa penyampaian layanan yang efektif
memerlukan pendekatan yang berpusat pada pengguna, termasuk dalam strategi
komunikasinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Korten (dalam Andani
dkk., 2019) menyatakan bahwa efektivitas sebuah program sangat bergantung
pada strategi komunikasi yang inklusif. Sebuah program menjadi tidak relevan,
apabila penerima manfaat yang tidak mengetahui keberadaannya. Kegagalan
organisasi pelaksana dalam menjaring penerima manfaat yang berhak
mendapatkan manfaat secara langsung melemahkan tujuan utama program.
Korten (dalam Andani dkk., 2019) menyatakan bahwa kendala tersebut
merupakan kegagalan dalam membangun hubungan timbal balik yang sehat
dengan komunitas sasaran.

Penutup
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa
terdapat faktor penghambat yang dihadapi, yaitu belum ketergantungan tinggi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada komoditas yang disediakan oleh
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vendor mitra GPM yang berdampak pada kapasitas organisasi pelaksana dalam
menjamin rantai pasok secara mandiri. Ketiadaan forum komunikasi yang
berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat khususnya mitra
GPM berimbas pada minimnya keterlibatan mitra GPM dalam proses
perencanaan program GPM guna menjamin dukungan pasokan yang memadai
dan bervariasi. Minimnya sosialisasi program kepada masyarakat luas mengacu
pada partisipasi masyarakat yang rendah akibat ketidaktahuan program dan
kurang menjangkau pelaksanaan program pada berbagai daerah Kota Samarinda
sehingga menyebabkan kurang optimalnya implementasi program GPM guna
menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan di Kota Samarinda.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka
penelitian mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda perlu beralih dari
model ketergantungan pasif menjadi model manajemen rantai pasok yang
proaktif. dengan mengoptimalkan peran BUMD Pangan sebagai pemasok
utama yang langsung menyerap hasil panen dari petani lokal.

2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda perlu membentuk dan
mengembangkan sebuah forum komunikasi multi-pemangku kepentingan yang
bersifat formal dan periodik.

3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda harus melakukan
perencanaan strategi sosialisasi yang masif dan atraktif berbasis media sosial.
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